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Abstrak : Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks
yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut
bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam
KUHAP. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh
jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara
tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian
bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli
warisnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan
menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap
norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun
hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan yang
dihasilkan adalah bahwa pengajuan peninjauan kembali adalah sematamata
demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang
tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan
kembali, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan
merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran
hukum, pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk
kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika
dalam praktek hukum pidana di Indonesia. Saran bagi pengembangan tema
tulisan ini adalah Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang
berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan
peninjauan kembali atau melakukan uji materiil dan pembatalan bagi
perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.
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Abstract :

PENDAHULUAN

Istilahl sistem peradilanl pidana dalaml berbagai referensil digunakan sebagail padanan

daril criminal justicel system. Definisil criminal justicel system dalaml Black’s Lawl Dictionary

disebutkanl sebagai “The system typically has three components: law enforcement (police,

sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and

corrections (prison officials, probation officers, paroleofficers)” . Pengertianl tersebut

lebihl menekankan padal “komponen” dalaml sistem penegakanl hukum, yangl terdiri daril

polisi, jaksal penuntut lumum, hakim, advokat l dan lembagal pemasyarakatan. Dil samping

itul pengertian dil atas jugal menekankan kepadal fungsi komponenl untuk ”menegakkanl

hukum lpidana”, yaitu fungsil penyidikan, prosesl peradilan danl pelaksanaan lpidananya.

Sedangkan menurutl Muladi sisteml peradilan pidanal adalah merupakanl suatu jaringanl

(network) peradilanl yang menggunakanl hukum pidanal sebagai saranal utamanya, baikl

hukum pidanal materiil, hukuml pidana formill maupun hukuml pelaksanaan lpidana.

Pengertian yangl dikemukakan Muladil tersebut, dil samping memberil penekanan padal

suatu ”jaringan” lperadilan, juga menekankanl adanya penggunaanl hukum pidanal oleh

jaringanl dalam melaksanakanl tugasnya secaral menyeluruh, baikl hukum pidanal substantif,

hukuml acara pidanal maupun hukuml penitensier untukl mencapai tujuanl jaringan ltersebut .

Berkaitanl dengan pengertianl sistem peradilanl pidana ltersebut, maka tujuanl dari

sisteml pidana itul sendiri harusl melibatkan empatl komponen dalaml sistem peradilanl

A review by the prosecutor in a criminal case is a paradox that occurs in the
criminal law system, where the legal practice is contrary to the values
​ ​ and legal norms as regulated in the Criminal Procedure Code. However,
in practice, judicial review is often carried out by prosecutors on the
grounds that there is court jurisprudence that decides the case, as a result
the law does not reflect justice and certainty and even tends to conflict
with the legal interests of the convict and his heirs. The research method
uses a normative juridical method with an emphasis on literature study.
analysis is carried out on legal norms, both the law in statutory regulations
and the law in court decisions). The conclusions drawn are that the
submission for judicial review is solely for the benefit of the convict and
his heirs, the law and the constitution do not authorize the prosecutor to
conduct a review, that the review carried out by the prosecutor is not a
legal discovery but only an interpretation of the law, the submission of a
judicial review by the prosecutor is a form of court error which indicates
that there is a logical fallacy in the practice of criminal law in Indonesia.
Suggestions for developing the theme of this paper is that the Supreme
Court should issue a circular containing prohibitions and restrictions for
prosecutors to apply for a review or conduct a judicial review and
annulment of cases that are submitted for review by the prosecutor.
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pidanal (lkepolisian, lkejaksaan, pengadilan danl lembagal lpemasyarakatan) diharapkanl

dapatl bekerjal samal dan dapatl membentukl lsuatu ”integratedl criminall justicel lsystem”.

Apabila keterpaduanl dalaml bekerjal sisteml tidakl ldilakukan, makal menurut Mardjonol

Reksodipoetrol diperkirakanl akanl terdapatl tigal lkerugian, yaitu :

1. Kesukaranl dalaml menilail sendiri keberhasilanl ataul kegagalanl masing masingl

linstansi,

2. Sehubunganl denganl tugasl mereka bersamal kesulitanl dalaml memecahkan sendiril

masalahl masalah pokokl lmasing-masingl instansi (sebagail subsisteml daril sistem

peradilanl lpidana).

3. Karenal tanggungl jawabl masing-masingl instansil seringl kurang jelasl lterbagi, makal

setiap instansil tidakl terlalul memperhatikan efektivitasl menyeluruhl daril sistem

peradilanl lpidana.

Dalaml suatul sisteml peradilan pidanal seseorangl terpidanal dijamin haknyal untukl

mendapatkanl pembelaan danl melakukanl pembelaanl sejak tahapl penyidikanl hinggal tahap

pengajuanl peninjauanl kembalil ke Mahkamahl lAgung, bahkanl upaya hukuml gunal membelal

hak-hakl terpidanal merupakanl hak yangl vitall danl dijamin dalaml Hakl Asasil Manusia. Upayal

hukuml tersebutl dalam prosesl hukuml pidanal mendapat tempatl yangl istimewal karena hall

inil merupakanl suatu prosesl yangl menyatul yang tidakl terpisahkanl dalaml suatu

pemeriksaanl perkaral lpidana. Mengapa hall inil menjadil penting? karenal hall inil

menunjukan adanyal sebabl akibat l dari suatul prosesl peradilanl pidana. Upayal hukuml dalaml

hal membelal lhak-hakl terpidana dilakukanl gunal menjaminl adanya perhargaanl terhadapl

hakl asasi manusial danl penegakanl supremasi hukuml (rulel ofl law) denganl sebaikbaiknya,

karenal upayal hukum bagil seorangl dilakukanl guna kepentinganl lpembelaan.

Hakiml merupakan pelaksanal kekuasaan kehakimanl untuk menegakkanl hukum danl

keadilan, dalaml melaksanakan kekuasaanl kehakiman hakiml harus memahamil tugas danl

kewajibannya (Ratu, 2019). Tugasl hakim menegakkanl hukum berdasarkanl pancasila

denganl jalan menafsirkanl hukum danl mencari ldasar-dasar sertal asas-asasl yang menjadil

landasannya, melaluil perkara-perkaral yang dihadapkanl kepada lhakim(Sudikno, 2005).

Sehingga putusanl hakim dapatl mencerminkan lkepastian, manfaat danl keadilan.

Kekuasaanl Kehakiman dilakukanl oleh sebuahl Mahkamah Agungl dan badanl peradilan yangl

berada dibawahnyal dalam lingkunganl peradilan lumum, lingkungan peradilanl agama,

lingkunganl peradilan lmiliter, lingkungan peradilanl tata usahal negara, danl oleh sebuahl

Mahkamah lKonstitusi. MA merupakanl puncak perjuanganl keadilan bagil setiap wargal

negara. Hakikatl fungsinya berbedal dari MKl yang tidakl berhubungan denganl tuntutan

keadilanl bagi wargal negara, melainkanl dengan sisteml hukum yangl berdasarkan lkonstitusi.

Salah satul tugas danl wewenang MAl adalah memeriksal PK. Peninjauanl kembali adalahl



suatu upayal hukum yangl dipakai untukl memperoleh penarikanl kembali ataul perubahan

terhadapl putusan hakiml yang padal umumnya tidakl dapat di ganggu gugatl lagi(Soedirjo,

2018).

Hakiml merupakan pelaksanal kekuasaan kehakimanl untuk menegakkanl hukum danl

keadilan, dalaml melaksanakan kekuasaanl kehakiman hakiml harus memahamil tugas danl

kewajibannya (Ratu, 2019). Tugasl hakim menegakkanl hukum berdasarkanl pancasila

denganl jalan menafsirkanl hukum danl mencari ldasar-dasar sertal asas-asasl yang menjadil

landasannya, melaluil perkara-perkaral yang dihadapkanl kepada hakiml (Sudikno, 2005).

Sehinggal putusan hakiml dapat mencerminkanl kepastian, manfaatl dan lkeadilan.

Kekuasaan Kehakimanl dilakukan olehl sebuah Mahkamahl Agung danl badan peradilanl yang

beradal dibawahnya dalaml lingkungan peradilanl umum, lingkunganl peradilan lagama,

lingkungan peradilanl militer, lingkunganl peradilan tata l usaha lnegara, dan olehl sebuah

Mahkamahl Konstitusi. MAl merupakan puncakl perjuangan keadilanl bagi setiapl warga

lnegara. Hakikat fungsinyal berbeda daril MK yangl tidak berhubunganl dengan tuntutanl

keadilan bagil warga lnegara, melainkan denganl sistem hukuml yang berdasarkanl konstitusi.

Salahl satu tugasl dan wewenangl MA adalahl memeriksa lPK. Peninjauanl kembali adalahl

suatu upayal hukum yangl dipakai untukl memperoleh penarikanl kembali ataul perubahan

terhadapl putusan hakiml yang padal umumnya tidakl dapat di ganggu gugatl lagi(Soedirjo,

2018).

Sehingga Peninjauanl Kembali merupakanl upaya hukuml luar biasal terakhir yangl dapat

diajukanl oleh terpidanal dan/ataul ahli warisnyal untuk memperolehl keadilan sertal

membersihkan namal terpidana jikal terdapat buktil baru (novuml) yang ditemukanl ketika

sidangl berlangsung ataul sesudah putusanl dijatuhkan danl mempunyai kekuatanl hukum

tetapl (in krachtl van lgewijsde), yang di jelaskan dalam pasal 263 ayat (1)

KUHAP(Drs.H.Adami Chaawi, 2010).

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat dilawan dengan PK adalah

putusan yang amarnya mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian ini,

didasarkan pada kalimat "kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum" dalam

Pasal 263 ayat (1) KUHAP (penafsiran sistematis). Makna atau maksud pembentuk undang-

undang ialah bahwa putusan bebas (vrijspraak) dan lepas dari tuntutan hukum (ontslag

van alle rechtvervolging) sebagai bagian dari putusan terhadap pokok perkara pidana,

tidak dapat dilawan dengan upaya hukum PK. Sementara putusan pemidanaan

(veroordeling) juga merupakan putusan terhadap pokok perkara. Putusan pemidanaan

merupakan perkecualian dari pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang

tidak dapat dilawan dengan PK yang dimaksud pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu,

putusan pemidanaan saja yang dapat dilawan dengan upaya hukum PK.



Ketentuan tersebut merupakan asas PK, bahwa PK hanya dapat diajukan pada putusan

yang menghukum yang telah tetap dan PK hanya boleh diajukan oleh terpidana dan ahli

warisnya. Dalam hal ini peninjauanl kembali olehl Jaksa dalaml perkara pidanal merupakan

paradoksl yang terjadil dalam sisteml hukum lpidana, dimana praktekl hukum tersebutl

bertentangan denganl nilai danl norma hukuml sebagaimana diaturl dalam lKUHAP(Pratama &

Jamin, 2017). Tetapi yang sering menjadi persoalan dalaml praktek peninjauanl kembali

seringkalil dilakukan olehl jaksa denganl alasan adal yurisprudensi pengadilanl yang memutusl

perkara ltersebut, akibatnya hukuml tidak mencerminkanl keadilan danl kepastian bahkanl

cenderung menabrakl kepentingan hukuml terpidana danl ahli lwarisnya.

Namun dalam pertimbangan hukum yang tidak dapat menerima PK yang dianjukan oleh

JPU ini menurut Pasall 263 ayatl (1) KUHAPl telah menentukanl bahwa terhadapl putusan

pengadilanl yang telahl memperoleh kekuatanl hukum ltetap, kecuali putusanl bebas ataul

lepas daril segala tuntutanl hukum, terpidanal atau ahlil warisnya dapatl mengajukan

permintaanl peninjauan kembalil kepada Mahkamahl Agung;

“Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang

dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya”.

Hall ini berartil bahwa yangl bukan terpidanal atau ahlil warisnya tidakl dapat

mengajukanl peninjauan lkembali. Dengan adanyal ketentuan yangl tegas danl limitatif

ltersebut, tidak diperlukanl lagi ketentuanl khusus, yangl mengatur bahwal yang bukanl

terpidana ataul ahli warisnyal tidak dapatl mengajukan peninjauanl kembali; Bahwal “due

proses of law” tersebut berfungsil sebagai pembatasanl kekuasaan negaral dalam bertindakl

terhadap wargal masyarakat, danl bersifat lnormatif, sehingga tidakl dapat ditafsirkanl dan

tidakl dapat ldisimpangi, karena akanl melanggar keadilanl dan kepastianl hukum. Beluml

adanya pengaturanl yang tegasl dalam KUHAPl mengenai hakl jaksa mengajukanl permintaan

peninjauanl kembali, memerlukanl suatu tindakanl hukum untukl memperjelas hakl jaksa

penuntutl umum/kejaksaanl mengajukan peninjauanl kembali yangl tersirat dil dalam

beberapal peraturan lperundang-undangan(Diaan & Astuti, 2020).

Kenyataanl mengenai tertinggalnyal hukum dibelakangl masalah yangl diaturnya, seringl

dikatakan sebagail ciri hukuml yang lkhas. Tetapi ketertinggalanl ini akanl betul-betull

menimbulkan suatul persoalan hukuml apabila adal jarak yangl saling memisahkanl antara

peraturanl formil sebagaimanal diatur dalaml KUHAP danl praktek hukuml peninjauan

kembalil oleh Jaksal saling memilikil pertentangan yangl amat nyatal yaitu berupal

pertentangan hukuml dalam praktekl hukum yangl tidak ladil.

METODE

Metodel penelitian yangl digunakan l padal penelitian inil bersifatl deskriptif analisisl yaitul



dengan menggambarkanl danl menganalisisl data yangl diperolehl berupal data sekunderl danl

didukungl oleh datal primerl mengenail berbagai masalahl yangl berkaitanl dengan aspekl

hukuml penerapanl hukum pengajuanl peninjauanl kembalil oleh jaksal dalaml hukuml acara

pidanal lIndonesia. Sesuail dengan bidangl kajianl ilmul hukum makal pendekatanl yangl

digunakan dalaml penelitianl inil adalah yuridisl normatifl dengan menitikl beratkanl padal

studi lkepustakaan. Sebagail penelitianl yuridis berbasisl lnormatif, makal penelitian inil

berbasisl padal analisis terhadapl normal lhukum, baik hukuml dalaml artil law asl itl isl written

inl thel booksl (dalam aturanl lperundang-lundangan) maupun hukuml dalam artil decided byl

judge thoughtl judicial process l (putusan-putusanl pengadilan).

Denganl demikian, obyekl yang dianalisisl adalah normal hukum, baikl dalam peraturanl

perundang-undanganl maupun yangl sudah kongkritl ditetapkan olehl hakim dalaml kasus

yangl diputus dil pengadilan. Penelitianl ini mempergunakanl bahan-bahanl hokum 68l baik

bahanl hukuml lprimer, sekunder danl ltersier. Bahanl hukum primerl yaitul bahanl yang

mengikatl dalaml bentukl norma ataul kaidahl dasarl sebagaimana dimuatl dalaml UUDl 45, UUl

Putusanl lPengadilan/Arbritase. Bahanl hukum sekunderl yaitu bahanl yang memberikanl

penjelasan mengenail bahan hukuml primer berupal hasil-hasill penelitian, tulisanl para ahlil

hukum danl jurnal yangl didapat melaluil kepustakaan yangl berkaitan denganl penerapan

peninjauanl kembali. Bahanl hukum tersierl yaitu bahanl hukum memberikanl petunjuk danl

informasi terhadapl bahan hukuml primer danl sekunder yaitul kamus lhukum, ensiklopedia,

danl sebagainya.

Teknikl pengumpulan datal mempergunakan tahapanl penelitian berupal penelitian

kepustakaanl (library lresearch), penelitian virtuall (virtual lresearch), Penelitian

kepustakaanl yaitu studil dokumen danl observasi, penelitianl ini diarahkanl terutama padal

bahan-bahanl dan peraturanl perundang-undanganl dan putusanl pengadilan yangl berkaitan

denganl penerapan pengajuanl peninjauan kembalil oleh jaksal dalam hukuml acara lpidana.

Penelitianl virtual (virtuall research) dilakukanl melalui medial teknologi informasil

khususnya untukl memperoleh datal sekunder yangl hanya dapatl diperoleh melaluil situs dil

internet sepertil westlaw.

Penelitianl ini dilakukanl untuk melengkapil dan sekaligusl menunjang penelitianl

kepustakaan khususnya l berkaitan denganl aktualitas bahanl kepustakaan. Setelahl dilakukan

pengumpulanl data selanjutnyal data akanl dianalisa secaral kualitatif, artinyal data

kepustakaanl dan hasill wawancara dianalisisl secara lmendalam, holistic danl komprehensif.

Penggunaanl metode analisisl secara kualitatifl didasarkan padal pertimbangan, yaitul

pertama, datal yang dianalisisl beraneka lragam, memiliki sifatl dasar yangl berbeda antaral

satu denganl yang llainnya, serta tidakl mudah untukl dikuantitatifkan. lKedua, sifat dasarl

data yangl dianalisis adalahl menyeluruh (comprehensivel) dan merupakanl satu kesatuanl



yang bulatl (holistic).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauanl Kembali yangl disingkat PKl adalah suatu l upaya hukuml yang dipakail oleh

terpidanal untuk memperolehl penarikan kembalil atau perubahanl terhadap putusanl hakim

yangl pada umumnyal tidak dapatl diganggu gugatl lagi. Peninjauanl Kembalil adalah upayal

hukum luarl biasa (extraordinaryl remedy) yangl diajukan terhadapl putusan yangl telah

memperolehl kekuatan hukuml tetap akibatl adanya kekeliruanl atau kekhilafanl Hakim

dalaml memidana lterdakwa, adanya putusanl yang salingl bertentangan danl adanya

keadaanl baru (novuml). Peninjauanl Kembali dikategorikanl sebagail upayal hukum luarl biasal

karenal mempunyai lkeistimewaan, artinyal dapatl digunakan untukl membukal kembalil

(mengungkap) suatul keputusan pengadilanl yang telahl mempunyai kekuatanl hukum ltetap.

Sedangkan suatul putusan pengadilanl yang mempunyail kekuatan hukuml tetap, harusl

dilaksanakan untukl menghormati kepastianl hukum.

Denganl demikian, lembagal Peninjauan Kembalil adalah suatul upaya hukuml yang

dipergunakanl untuk menarikl kembali ataul menolak putusanl hakim yangl telah mempunyail

kekuatan hukuml tetap. Berbedal dengan upayal hukum lbiasa, maka permohonanl terhadap

upayal hukum luarl biasa memilikil syarat ltertentu, yaitu: Dapatl diajukan danl ditujukan

terhadapl putusan pengadilanl yang telahl berkekuatan hukuml tetap , bukanl merupakan

putusanl bebas ataul lepas daril segala ltuntutan , diajukan olehl terpidana ataul ahli

lwarisnya.

Dalaml sistem tatal cara peradilanl di lIndonesia, putusan yangl telah memperolehl

kekuatan hukuml tetap, tidakl dapat dibukal lagi (UUl No. l1/ 1946: l76). Ne bisl in ideml yang

berartil “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikianl ada kepastianl hukum.

Peninjauanl kembali menurutl Sudikno lMertokusumo, merupakan upayal hukum terhadapl

putusan tingkatl akhir danl putusan yangl dijatuhkan dil luar hadirl tergugat (lverstek), dan

yangl tidak lagil terbuka kemungkinanl untuk mengajukanl perlawanan . Peninjauanl kembali

merupakanl upaya hukuml luar biasal yang dapatl dilakukan setelahl putusan memperolehl

kekuatan hukuml tetap. Dibentuknyal lembaga PKl dalam perkaral pidana berpijakl pada

pasall 263 ayatl (1) KUHAPl yang menyatakan :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali

putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Berdasarkanl Kitab lUndang-Undang Hukuml Acara Pidanal (KUHAP) Babl XVIII UUl Nomor 8l

Tahun l1981, Peninjauan Kembali merupakan salahl satu upayal hukum luarl biasa dalaml



sistem peradilanl di lIndonesia . Upaya hukuml luar biasal merupakan pengecualianl dari

upayal hukum biasal yaitu persidanganl pada Pengadilanl Negeri, sidangl banding padal

Pengadilan lTinggi, dan kasasil pada Mahkamah l Agung.

Ketentuanl PK diaturl dalam Peraturanl Mahkamah Agungl Nomor 1l Tahun 1969l (Perma,

l1969: 1) tentangl Peninjauan Kembalil Putusan Pengadilanl Yang Telahl Memperoleh

Kekuatanl Hukum lTetap, sedang aturanl PK sendiril telah diaturl dalam KUHAPl pasal 263l

sampai denganl pasal l269. Pasal 263l (1) KUHAPl menentukan bahwal PK bolehl diajukan olehl

terpidana ataul ahli lwarisnya. Diperbolehkanya pengajuanl PK terhadapl putusan pengadilanl

yang telahl memperoleh kekuatanl hukum ltetap, bukan tanpal syarat ataul kondisi. Dil dalam

pasall 263 ayatl (2) lmesyaratkan, PK dapatl diajukan terhadapl putusan kasasil Mahkamah

Agungl apabila padal putusan sebelumnyal diketahui terdapatl kesalahan ataul kekhilafan

hakiml dalam memutusl perkara ataupunl terdapat buktil baru yangl belum pernahl

diungkapkan dalaml persidangan. Demil adanya kepastianl hukum dalaml pengajuan PKl maka,

padal pasal 268l ayat (3l) KUHAP lmenyatakan, bahwasanya pengajuanl PK atasl suatu

putusanl hanya dapatl dilakukan satul kali lsaja. Perkembangan kenegaraanl menunjukkan

bahwal tiada satupunl negara yangl tidak memunyail konstitusi. Inggrisl sekalipun yangl sering

dijadikanl sebagai contohl negara tanpal konstitusi padal prinsipnya mengakuil dan

mempraktikkanl ketatanegaraannya denganl konstitusi, meskipunl bentuknya tidakl

sebagaimana lUndang-Undang Dasarl pada umumnyal yang ltertulis(Muhtadi, 2015).

b. Kewenangan Jaksa

a. Kewenanganl Jaksa Mengajukanl Peninjauanl Kembalil Berdasarkan Peraturanl

Mahkamahl Agungl No. 1l Tahunl l1980.

Dil dalam PERMAl No. 1l Tahun 1980l disebutkan bahwal Mahkamah Agungl dapat

meninjaul kembali suatul putusan pidanal yangl “mengandung pemindanaan” yangl

telah berkekuatanl hukuml yangl tetap, atasl dasarl alasanl sama sepertil alasanl yangl

disebut secaral “enumeratif” dalaml PERMAl No 1l Tahunl 1969l yang mengaturl siapal

sajal yang berhakl mengajukanl peninjauanl kembali denganl urutanl yangl agak

lberbeda, yangl terdiril dari:

1) Jaksal lAgung

2) lTerpidana, danl

3) Pihakl yangl lberkepentingan.

Frasal pihakl yangl berkepentingan dalaml hall inil dapat ditafsirkanl bahwal

penuntutl umum jugal dapatl melakukanl upaya hukuml peninjauanl kembalil karena

penuntutl umuml merupakanl pihak yangl berkepentinganl dalaml hal melakukanl

lpenuntutan.



b. Kewenanganl Jaksal Mengajukanl Peninjauan Kembalil Berdasarkanl UndangUndang

Nomorl 3 Tahunl 2009l Tentangl Perubahan Kedual Atasl lUndang-Undang Nomorl 14

Tahunl 1985 Tentangl Mahkamah lAgung.

Dalaml Bab IVl tentang Hukuml Acara Mahkamahl Agung Bagianl Keempat.

Pemeriksaanl Peninjauan Kembalil Putusan yangl telah Memperolehl Kekuatan

Hukuml Tetap, dalaml Pasal 68l menyebutkan lpihak-pihak yangl berhak mengajukanl

peninjauan lkembali. Pasal 68l berbunyi:

“(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak

yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus

dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon

meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Daril pasall ltersebut, juga tidakl disebutkanl bahwal Jaksa berhakl mengajukanl

peninjauanl kembali atasl putusanl yangl telah memperolehl kekuatanl hukuml tetap,

namunl jugal tidakl disebutkan adanyal laranganl bagil jaksa untukl mengajukanl

peninjauanl kembali. lUndang- undangl inil hanya menyebutkanl bahwal permohonanl

peninjauan kembalil diajukanl olehl pihak yangl berperkaral namunl tidak

menyebutkanl lebihl lanjutl tentang siapal sajal yangl termasuk dalaml paral pihakl yang

berperkaral ltersebut. Didalaml bagian penjelasanl atasl lundang-undang inil jugal tidakl

menjelaskan tentangl paral pihakl tersebut.

c. Kewenanganl Jaksal Mengajukanl Peninjauan Kembalil Berdasarkanl UndangUndang

Nomorl 48 Tahunl 2009l Tentang l Kekuasaan Kehakimanl

lUndang-undangl Kekuasaanl Kehakiman merupakanl salahl satul undang-undangl

yangl jugal mengatur tentang peninjauanl lkembali. Baikl didalam lUndang-Undangl

Nomorl 14 Tahunl 1970l yangl telah dirubahl denganl lUndang-Undang Nomorl 4l Tahunl

2004 yangl kemudianl dirubahl lagi denganl lUndang-Undangl Nomor 48l Tahunl l2009,

hanya menyebutkanl bahwal peninjauanl kembali terhadapl putusanl yangl telah

memperolehl kekuatanl hukuml tetap dapatl diajukanl olehl pihak-pihakl yangl

bersangkutanl atau lpihak-pihakl yangl berkepentingan(Suhariyanto, 2015). Pasall 24l

ayatl (1) UndangUndang Nomorl 48l Tahunl 2009 tentangl Kekuasaanl Kehakimanl

menyebutkan lbahwa:

“ Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-

pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung, apabila terdapat hal atau keadaaan tertentu yang ditentukan dalam

Undang-Undang.”



Pasall inil ditafsirkanl olehl majelisl hakiml peninjauanl kembali didalaml beberapal

perkaral bahwal lpihak-pihakl yangl bersangkutan adalahl selainl terpidanal danl ahlil

lwarisnya, tentunyal pihak lainl tersebutl adalahl Jaksal Penuntutl lUmum.

Menurut pandangan Moeliatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di

belanda menolak intepretasi intensif bahwasannya memperluas norma seperti analogi

seperti itu dilarang keras dalam hukum pidana .Menurut pandangan Moeliatno Intepretasi

intensif itu dibenarkan dan boleh digunakan sehingga kita bisa menarik bahwa intepretasi

instensif itu bisa dipakai dalam hal jaksa berwenang walaupun tidak di sebutkan dalam

pasal . Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi kalau ditarik secara intensif

ditarik keluar jaksa bisa masuk itu disebut dengan isu hukum yang normanya kabur atau

tidak jelas.

PENUTUP

Kesimpulanl

Pengajuanl peninjauan kembalil adalah lsemata-mata demil kepentingan terpidanal dan ahlil

warisnya. Hukuml dan lundang-undang tidakl memberikan wewenangl kepada jaksal untuk melakukanl

peninjauan lkembali . Peninjauan kembalil yang dilakukanl oleh jaksal bukan merupakanl penemuan

hukuml melainkan hanyal merupakan penafsiranl hukum. Pengajuanl peninjauan kembalil oleh jaksal

merupakan bentukl kekeliruan pengadilanl yang mengindikasikanl kepada adanyal sesat logikal dalam

praktekl hukum pidanal di lIndonesia.

Saranl

Mahkamahl Agung harusl mengeluarkan suratl edaran yangl berisikan laranganl dan pembatasanl

bagi jaksal untuk mengajukanl peninjauan kembalil serta Melakukan revisil KUHAP berkaitanl dengan

pengajuanl peninjauan kembalil oleh lJaksa.
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